
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SEIATAIN

PERATURAN BUPATI TABAljoNG
NOMOR   7-~:3      TAHUN2023

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGCIARA NEGARA

DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABAIONG,

Menimbang   :    a.     bahwa     dengan     memperhatikan      Peraturan     Komisi
Pemberantasan   Korupsi   Republik   Indonesia   Nomor   07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan  Pemeriksaan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara,
sebagaimana   telah   diubah   dengan    Peraturan   Komisi
Pemberantasan   Korupsi  Nomor   2   Tahun   2020   tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor   .7   Tahun  2016   tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,
Pengumuman,      dan     Pemeriksaan     Harta     Kekayaan
Penyelenggara Negara, Surat Edaran Komisi Pemberantasan
Korupsi   Republik   Indonesia   Nomor   SE-08/01/10/2016
tentang  Petunjuk  Teknis  Penyampaian  dan  Pengelolaan
Laporan   Harta   Kekayaan   Penyelenggara  Negara  setelah
diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran,     Pengumuman    dan    Pemeriksaan    Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaarl Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi
Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) ;

b.     bahwa dalam ran8ka perluasan wajib lapor LHKPN,  maka
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan
Harta   Kekayaan   Aparatur   Sipil   Negara   di   Lingkungan
Pemerintah    Kabupaten    Tabalong    perlu    diubah    dan
disesuaikan;

c.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor  23  Tahun  2017  tentang  ljaporan  Harta  Kekayaan
Penyelenggara    Negara    dan    haporan    Harta   Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lin8kungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong;
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Mengingat      :     1.     Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang penetapan
Undang-undang  Darurat  Nomor  3  Tahun   1953  tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ,
sebagai    Undang-Undang    (Ilembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   1959  Nomor  72,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang  nomor   8   Tahun   1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat  11  Tapin  dan  Daerah  TinBkat  11  Tabalong  dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 tahun  1959 tentang
penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Di  Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2.     Undang-Undang     Nomor     28     Tahun      1999     tentang
Penyelenggaraan   Negara   Yang   Bersih   dan   Bebas   Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.     Undang-Undang     Nomor     31      Tahuri      1999     tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1999  Nomor   140,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001  tentang   Perubahan   Atas Undang-Undang
Nomor  31   Tahun   1999   tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001  Nomor   134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4150);

4.     Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
Pemberantasan  Tindak  Hdana  Korupsi  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor   137,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4250),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2019    Nomor    197,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6409);

5.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   224,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  teralchir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Keria  Menjadi  Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2023   Nomor  41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5601) , sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;

7.     Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang Aparatur
Sipil  Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun
2023  Nomor   141,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6897);

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  1999 tentang Tata
Cara     Pemeriksaan     Kekayaan     Penyelenggara     Negara
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3863);

9.     Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  127,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017   tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  63,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) , sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11
Tahun   2017   tentang   Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

11.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   94   Tahun   2021   tentang
Disiplin  Pegawal  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  202,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor  02),  Sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

14.   Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan
Harta   Kekayaan   Aparatur   Sipil   Negara   di   Lingloungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 23);
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15.   Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021  tentang
Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata  Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan      :   PERUBAIIAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI  TABAIONG  NOMOR
23   TAHUN   2017   TENTANG   LAPORAN   HARTA   KERAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN IAPORAN HARTA KERAYAAN
APARATUR   SIPIL   NEGARA   DI   LINGKUNGAN   PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan  dalam  Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun  2017
tentang  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  dan  Laporan  Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
(Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2017  Nomor  23)  diubah  sebagai
berifut :

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.      Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.      Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden

Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  Pemerintahan  Negara
Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3.      Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.      Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5.      Satuan Kelja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur  pembantu  Bupati  dan  DPRD  dalam  penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan yang menj adi kewenangan Daerah.

6.      Komisi pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  dimaksud
dalaln    Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2002    tentang    Komisi
Pemberantasan Tindak Frdana Korupsi.

7.      Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif dan legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.      Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disin8kat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian
kelja yang bekelja pada instansi pemerintah.

9.      Pegawai Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas



-5-

dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaj i berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10.    Laporan   Harta   Kekayaan   Penyelenggara   Negara   yang   selanjutnya
disingkat  LHKPN, adalah daftar selumh Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara  yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh
KPK.

11.    Laporan   Harta   Kekayaan   Aparatur   Sipil   Negara   yang   selanjutnya
disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN,
yang dituan8kan dalam forlnulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

12.    Pejabat wajib LHKPN Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut wajib
LHKPN  adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.

13.    Unit   Pengelola   LHKPN   dan   LHKASN   adalah   unit   yang   membantu
kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.

14.    Pengelola  LHKASN  adalah  aparatur  sipil  Negara yang  ditunjuk  Kepala
SKPD   untuk   membantu   kelancaran   pelaksanaan   penyelenggaraan
LHKASN di SKPD masing-masing.

15.    Inspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
16.    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah

Badan    Kepegawaian    dan    Pengembangan    Sumber   Daya   Manusia
Kabupaten Tabalong.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)     Penyelenggara    Negara    di    Lingkungan    Pemerintah    Daerah    wajib
menyampaikan LHKPN.

(2)     Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah :
a.  Bupati;
b.  Wahil Bupati;
c.  Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala SKPD/Eselon 11;
d.  Pejabat Pengelola Keuangan:

1.   Pengguna Anggaran;
2.   Kuasa pengguria Anggaran;
3.   Bendahara penerimaan; dan
4.   Bendahara pengeluaran;

e.  Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai anggaran yang dikelola diatas
1  (satu)  milyar;

f.   Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dengan nilai anggaran yang dikelola
diatas 1 (satu) milyar;

9.  Jabatan F\mgsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
h.  Ajudan Bupati dan Ajudan Wa]dl Bupati;

(3)     Daftar penyelenggara Negara yang wajib LHKPN sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.  Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)     Sebelum  menjatuhkan  sarLksi  disiplin  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 1 I terlebih dahulu harus melalui proses sebagai berikut :



-6-

a.     diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3  (tiga)  kali, dengan
masing-masing tenggarig walchi surat selama 1 {satu) bulan; dan

b.    jika  sampai  peringatan  ketiga  belum  menyampaikan  LHKPN  dan
LHKASN,  maka  kepada  Penyelenggara  Negara  tersebut  diberikan
sanksi sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1 1 .

(2)     Penjatuhali  hukuman disiplin  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  11
dilakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  oleh  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan    Sumber    Daya    Manusia    dan    lnspektorat    Daerah
sebagainana dimaksud pada ayat { 1).

Pasal 11

Peraturan Bupati irri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal      `L:;i   j=i9,.3{!i j`3L~   ::?:`2:,

BUPATI TABALONG,

|TD
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada  tanggal      i.~.+    _I,3.3.i;  ,`r.,' -,,. [i¢    2n?.:i

SEKRETARIS DAERAI+ KABUPATEN TABAIONG ,

Tip
HAMIDA MUNAWARAH

BERITh DAERAH RABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR   ?7


